Sengketa Lahan Antara KUD
Tani Maju dengan PT KPB,
Baharuddin Demmu Harus Cek
Lokasi
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Samarinda, biwara.co — Komisi I DPRD Kaltim dalam waktu dekat
akan melakukan peninjauan lapangan ke Desa Batuah, Kecamatan
Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dilakukan guna
penyelesaian sengketa lahan antara Koperasi Unit Desa (KUD)
Tani Maju Desa Batuah dengan PT Karya Putra Borneo (KPB).

Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kaltim Bahruddin
Demmu usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan KUD
Tani Jaya, PT KPB, Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, dan UPTD
Tahura beberapa waktu lalu.

Disampaikan pria yang akrab disapa Bahar ini, bahwa pihaknya
mendapat surat aduan terkait sengketa lahan yang ada di Desa
Batuah. Laporan tersebut terkait dugaan penyerobotan lahan
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yang dilakukan PT KPB di wilayah KUD Tani Maju.

“Masalahnya, antara KUD Tani Maju yang ada di Desa Batuah
dengan Perusahaan Pertambangan milik PT KPB, dimana lahan KUD
Tani Maju dijadikan jalan hauling oleh pihak perusahaan sejak
2018 hingga saat ini,” terang Bahar.

Untuk itu, pihak KUD Tani Maju mengadukan dugaan penyerobotan
lahan itu kepada Komisi I DPRD Kaltim, dan meminta ganti rugi
kepada pihak perusahaan. “Ada sekitar 5,19 Ha lahan Kelompok
Tani Maju yang diduga digaunakan perusahaan untuk jalur
hauling,” sebut Politis PAN ini.

Sementara, dari keterangan pihak KUD Tani Maji, bahwa wilayah
mereka wilayah Area Penggunaan Lain (APL) atau areal di luar
kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi pembangunan di
luar bidang kehutanan.

“Untuk menyelesaikan persoalan ini, kami akan menjadwalkan
untuk melakukan kunjungan ke 1lapangan. Nanti komisi I
menjadwalkan dalam waktu secepat ini, cari waktu yang kosong
untuk bersama-sama turun ke lapangan, meninjau langsung. Jadi
yang disengketakan 1ini, apakah berada di areal vyang
kepemilikannya adalah punya KUD Tani Maju. Kalau 1iya,
perusahaan sudah sepakat bahwa itu dinegosiasikan untuk
mencari titik temu,” terang Bahar.

Sementara, dari keterangan pihak perusahaan, legalitas PT KPB,
berasal dari kerjasama antara pihak perusahaan dengan Dinas
Kehutanan Kaltim. “Tapi harus diingat, perjanjian itu berlaku
di wilayah kawasan hutan, di wilayah Tahura,” sebutnya.

Untuk lahan 5,19 Ha yang masuk dalam kawasa HPL, Komisi I
bakal melakukan peninjaun untuk membuktikan siapa sebenarnya
kepemilikan lahan tersebut. “Kalau lahan itu miliknya KUD Tani
Maju, maka ini yang mereka harus dibayarkan oleh pihak
perusahaan,” tandasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)



